BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab

sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan

saran dari hasil penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai

beberapa hal sebagai berikut:

1.

Implementasi kebijakan pengawasan intern Inspektorat Jenderal KKP secara umum
telah meningkatkan kapabilitas tata kelola APIP Inspektorat Jenderal KKP. Pada
setiap faktor, semua kebijakan, proses, dan prosedur audit intern yang relevan telah
didefinisikan, didokumentasikan, dan diintegrasikan. Peran dan Layanan Audit
Internal (asurans dan konsultasi) yang dilakukan oleh Inspektorat telah berfungsi
untuk memberikan penilaian independen dan objektif untuk membantu organisasi
dalam mencapai tujuan dan meningkatkan operasi seperti melaksanakan
pendampingan kegiatan pengadaan brang dan jasa pada eselon I teknis. Inspektorat
Jenderal KKP belum melaksanakan pengelolaan SDM Itjen sesuai pedoman tata
kelola pengawasan. Hal tersebut disebabkan, bagian SDM Itjen belum memiliki atau
mempunyai data base terkait kebutuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) setiap
individu pegawai Itjen, baik diklat yang sudah dilaksanakan maupun yang akan
dilaksanakan/ kebutuhan, sehingga target kebutuhan 20 jam pelatihan pertahun bagi
auditor tercapai dan diklat tersebut juga tepat sasaran. Inspektorat Jenderal KKP telah
melaksanakan Praktik Profesional dengan menyusun perencanaan pengawasan
berdasarkan penilaian risiko yang merupakan hasil konsultasi dengan manajemen
dan unit kerja teknis lainnya. Inspektorat Jenderal KKP telah menyelenggarakan
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja dengan menyusun dan mengembangkan
indikator — indikator kinerja dan manual indikator kinerja untuk mengukur dan
melaporkan kinerjanya dan melakukan pemanfaatan secara rutin atas pencapaian

target guna hasil yang dicapai ekonomis dan efesien. Inspektorat Jenderal KKP juga
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telah mengelola Budaya dan Hubungan Organisasi melaksanakan berbagi informasi

dan berkoordinasi internal (lingkup KKP) maupun eksternal (BPKP, BPK) terkait

dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai fungsi itjen memberikan layanan
penjaminan dan konsultasi. Inspektorat Jenderal KKP telah mengelola Struktur dan

Tata Kelola yang mencakup hubungan pelaporan secara administratif dan fungsional

dari aktivitas audit internal yang sesuai dengan struktur organisasi dan aturan tata

kelola.

Faktor — faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengawasan intern

antara lain:

a. Komunikasi yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan tata kelola
pengawasan internal Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
relatif tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan telah
dilaksanakan sosialisasi tata kelola pengawasan internal Itjen KKP, sehingga
membuat peluang miskomunikasi antar pimpinan dengan auditor dan antara
auditor itu sendiri menjadi sangat kecil. Namun perlu adanya penegasan/kejelasan
terkait aturan turunan atau penjabaran dari kebijakan tersebut.

b. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran merupakan hambatan
implementasi kebijakan tata kelola pengawasan internal itjen KKP. Dari sub
faktor SDM diketahui bahwa inspektorat jenderal masih kekurangan SDM,
sehingga Itjen harus mengoptimalkan SDM yang ada. berdasarkan sumber daya
anggaran dibuktikan dengan kecilnya anggaran pengawasan yaitu sebesar 1% dari
anggaran program kegiatan KKP yang diawasi selama 5 (tahun) terakhir, maka
itjen harus melakukan efesiensi dalam pelaksanaan pengawasan untuk
mengantisipasi perubahan kebijakan pengawasan.

c. Sikap atau disposisi implementor berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan
tata kelola pengawasan internal Itjen KKP agar didukung dengan hubungan
komunikasi yang berkelanjutan antara semua APIP Itjen KKP dan stakeholders
terkait sehingga terciptanya kebijakan tata kelola pengawasan internal yang

adaptif sesuai kebutuhan kondisi saat ini.
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d. Pelaksanaan implementasi kebijakan tata kelola pengawasan internal inspektorat
jenderal KKP dari faktor struktur birokrasi cenderung tidak ada kendala. Hal ini
dapat dilihat dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal dan telah tersedianya
SOP (Standard Operational Procedure) dan berdasarkan wawancara bahwa
fragmentation (penyebaran tanggung jawab) sudah berimbang, namun untuk
struktur dukungan layanan manajemen/ sekretariat inspektorat perlu penyesuain
terkait perubahan wewenang akibat adanya kebijakan transformasi.

3. Strategi untuk mengatasi faktor penghambat untuk keberhasilan implementasi
kebijakan pengawasan intern Itjen KKP.

a. Perlu meningkatkan sosialisasi secara terjadwal melalui sharing session atau FGD
dengan tema peraturan - peraturan yang merupakan turunan atau penjabaran dari
kebijakan tata kelola pengawasan intern untuk meminimalisir perbedaan
pemahaman peraturan tersebut.

b. Peningkatan kualitas dan kompetensi para auditor dengan pendidikan dan
pelatihan yang tepat sasaran sesuai kompetensi bidang pengawasannya serta
mengusulkan penambahan sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan latar
belakang pendidikan baik secara kualitas maupun kuantitas;

c. Melakukan penerimaan mutasi pegawai dari eselon I lainnya untuk ditempatkan
sebagai auditor dan diseleksi berdasarkan kompetensinya;

d. Melakukan optimalisasi anggaran yang tersedia dengan melakukan kerja sama
pengawasan dengan para penyuluh yang ada di daerah untuk dapat melakukan
pemeriksaan kegiatan yang bersifat fisik sesuai daearah domisili penyuluh.

e. Mengevaluasi perencanaan program Kkerja pengawasan sampai dengan
pelaksanaan pengawasan untuk dapat di revisi terkait kegiatan - kegiatan

pengawasan yang bepotensi tidak dapat dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyarankan
beberapa saran, yaitu:
1. Saran Praktis
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Inspektorat Jenderal KKP agar melakukan penegasan/kejelasan kembali terhadap
garis — garis kebijakan pengawasan atau pelaksanaan aturan — aturan yang
merupakan turunan atau penjabaran dari kebijakan tata kelola pengawasan intern.
Meningkatkan kompetensi auditor dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat
sasaran. Selain itu, mengusulkan penambahan sumber daya manusia (SDM) yang
sesuai kebutuhan latar belakang pendidikan, keahlian, ketrampilan dan
pengalaman harus sesuai kebutuhan dan formasi.

Melakukan penerimaan mutasi pegawai dari eselon | lainnya untuk ditempatkan

sebagai auditor dan diseleksi berdasarkan kompetensinya;

. Melakukan optimalisasi anggaran yang tersedia dengan melakukan kerja sama

pengawasan dengan para penyuluh yang ada di daerah untuk dapat melakukan
pemeriksaan kegiatan yang bersifat fisik sesuai daearah domisili penyuluh.
Adanya serangkaian SOP yang harus disesuikan dengan kondisi saat ini dengan
mempertimbangkan pada tujuan yang hendak dicapai, dalam penelitian ini salah
satu SOP yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pengawasan intern
adalah SOP dalam rangka penjaminan kualitas.

Mengevaluasi mulai dari perencanaan program kerja pengawasan sampai dengan
pelaksanaan pengawasan sehingga dapat segera direvisi kegiatan - kegiatan

pengawasan yang bepotensi tidak dapat dilaksanakan.

Saran Penelitian Selanjutnya

a.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat
mengembangkan tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa
yang diteliti.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah objek penelitian, yaitu antara
beberapa lembaga APIP.

Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan
memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan
diteliti.
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